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Abstrak: Transformasi digital telah mengubah industri keuangan syariah melalui 
penerapan fintech, kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan smart contracts, yang 
menghadirkan peluang sekaligus tantangan bagi tata kelola syariah. Penelitian ini 
bertujuan menganalisis perkembangan keuangan syariah digital serta mengidentifikasi 
tantangan implementasi tata kelola syariah menggunakan pendekatan Critical Literature 
Review. Data diperoleh dari jurnal bereputasi, buku akademik, prosiding konferensi, dan 
dokumen resmi, kemudian dianalisis melalui analisis konten kualitatif dengan sintesis 
kritis terhadap penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi 
meningkatkan efisiensi operasional, inovasi layanan, dan inklusi keuangan syariah, tetapi 
juga memunculkan tantangan berupa kesenjangan regulasi, keabsahan kontrak digital, 
transparansi algoritma, keamanan siber, dan keterbatasan kompetensi Dewan Pengawas 
Syariah. Pentingnya pengembangan model Adaptive Shariah Governance yang 
mengintegrasikan prinsip syariah dengan tata kelola berbasis teknologi untuk menjamin 
kepatuhan syariah sekaligus mendukung keberlanjutan industri keuangan syariah digital.  
Kata kunci: Transformasi, Keuangan Syariah Digital, Tata Kelola Syariah 
 
Abstract: Digital transformation has driven fundamental changes in the Islamic finance 
industry through the adoption of technologies such as financial technology (fintech), 
artificial intelligence, blockchain, and smart contracts. These developments present both 
opportunities and challenges for the implementation of Sharia governance. This study aims 
to analyze the evolution of digital Islamic finance and identify Sharia governance 
challenges using a critical literature review approach. The research data consists of 
scholarly literature sourced from reputable journals, academic books, conference 
proceedings, and relevant official documents. Analysis was conducted using qualitative 
content analysis, involving a critical synthesis of findings from prior research. The results 
indicate that digitalization enhances operational efficiency, service innovation, and Islamic 
financial inclusion; however, it also introduces challenges regarding regulatory gaps, the 
validity of digital contracts, algorithmic transparency, cybersecurity, and the limited 
competencies of Sharia Supervisory Boards. The importance of developing an "Adaptive 
Sharia Governance" model that integrates Sharia principles with technology-driven 
governance to ensure Sharia compliance while supporting the sustainability of the digital 
Islamic finance industry. 
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Pendahuluan 

Transformasi digital telah mengubah lanskap industri keuangan global 

secara mendasar, termasuk sektor keuangan syariah. Kemajuan dalam teknologi 

informasi, kecerdasan buatan, blockchain, komputasi awan, analisis big data, dan 

ekosistem teknologi keuangan (fintech) telah mendorong terciptanya berbagai 

inovasi layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, inklusif, dan berorientasi 

pada pengguna. (Syakarna, 2023). Digitalisasi tidak lagi dipahami sekadar 

sebagai penggunaan teknologi dalam proses operasional lembaga keuangan; 

sebaliknya, hal ini telah berkembang menjadi paradigma baru dalam 

membangun model bisnis, tata kelola kelembagaan, dan mekanisme layanan 

yang lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat digital. (Nuradhawati, 2026). 

Dalam konteks tersebut, industri keuangan syariah menghadapi peluang yang 

sangat besar untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus meningkatkan 

daya saing di tengah perubahan ekonomi global yang semakin terdigitalisasi.  

Perkembangan tersebut turut mendorong lahirnya konsep digital Islamic 

finance yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan inovasi teknologi 

digital. Keuangan syariah digital tidak hanya mencakup digitalisasi layanan 

perbankan syariah, tetapi juga meliputi peer-to-peer lending syariah, equity 

crowdfunding, pembayaran digital berbasis syariah, investasi syariah digital, 

robo-advisory, smart contract, hingga pemanfaatan teknologi blockchain dalam 

pengelolaan transaksi dan aset syariah (Khasanah & Vidiati, 2025). Berbagai 

inovasi tersebut memberikan alternatif layanan keuangan yang lebih mudah 

diakses oleh masyarakat, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi 

operasional, serta mendukung perluasan inklusi keuangan syariah, khususnya 

bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh lembaga 

keuangan formal. 

Di berbagai negara dengan ekosistem ekonomi Islam yang berkembang, 

digitalisasi bahkan dipandang sebagai salah satu strategi utama dalam 

mempercepat pertumbuhan industri keuangan syariah. Integrasi teknologi 
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digital memungkinkan lembaga keuangan syariah meningkatkan kualitas 

pelayanan, mempercepat proses pembiayaan, memperluas akses terhadap 

produk investasi syariah, serta memperkuat konektivitas antara pelaku usaha, 

investor, regulator, dan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

transformasi digital telah menjadi kebutuhan strategis yang tidak dapat dihindari 

apabila industri keuangan syariah ingin mempertahankan relevansinya dalam 

menghadapi kompetisi global yang semakin dinamis. 

Meskipun demikian, perkembangan keuangan syariah digital juga 

menghadirkan kompleksitas baru yang tidak sepenuhnya dapat dijawab melalui 

pendekatan tata kelola syariah konvensional. Karakteristik transaksi digital yang 

bersifat otomatis, lintas yurisdiksi, berbasis algoritma, dan memanfaatkan 

teknologi yang terus berkembang menyebabkan proses pengawasan kepatuhan 

syariah menjadi semakin kompleks. Mekanisme akad yang sebelumnya 

berlangsung secara langsung kini mengalami transformasi menjadi kontrak 

digital yang dieksekusi melalui sistem elektronik (Nasution et al., 2025). 

Demikian pula proses verifikasi, pengelolaan data, pengambilan keputusan 

pembiayaan, hingga manajemen risiko semakin bergantung pada sistem 

teknologi yang membutuhkan pendekatan pengawasan syariah yang lebih 

adaptif. 

Tata kelola syariah (Shariah Governance) merupakan fondasi utama dalam 

menjaga integritas industri keuangan syariah. Berbeda dengan tata kelola 

korporasi pada umumnya, tata kelola syariah menempatkan kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah sebagai tujuan utama di samping pencapaian kinerja 

ekonomi (Sholikhah et al., 2026). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah, 

mekanisme audit syariah, fungsi kepatuhan syariah, manajemen risiko syariah, 

serta pengawasan regulator menjadi instrumen penting dalam memastikan 

bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan tetap berada dalam koridor syariat 

Islam. Oleh karena itu, setiap inovasi teknologi dalam industri keuangan syariah 

semestinya diikuti oleh penguatan sistem tata kelola yang mampu 
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mengakomodasi karakteristik teknologi digital tanpa mengurangi substansi 

kepatuhan syariah. 

Dalam praktiknya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi 

tata kelola syariah pada era digital masih menghadapi berbagai tantangan. 

Pertama, belum seluruh regulasi mampu mengimbangi kecepatan inovasi 

teknologi sehingga sering muncul ruang abu-abu (regulatory gap) dalam 

implementasi produk keuangan syariah digital. Kedua, meningkatnya 

penggunaan kecerdasan buatan dan algoritma otomatis menimbulkan 

pertanyaan mengenai akuntabilitas pengambilan keputusan yang harus tetap 

memenuhi prinsip keadilan (al-'adl), transparansi (al-shafafiyyah), amanah, serta 

bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Ketiga, penggunaan teknologi 

blockchain dan smart contract menghadirkan tantangan baru terkait validitas 

akad, mekanisme pengawasan syariah secara real time, serta pembagian 

tanggung jawab hukum ketika terjadi sengketa transaksi digital. Keempat, 

perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan integritas informasi menjadi isu 

penting karena berkaitan langsung dengan prinsip perlindungan hak-hak para 

pihak (hifz al-mal) dalam maqashid syariah (Sari et al., 2026). 

Di sisi lain, perkembangan literatur mengenai keuangan syariah digital 

menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan selama beberapa tahun 

terakhir. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek 

adopsi teknologi, penerimaan pengguna, inovasi produk fintech syariah, 

peningkatan inklusi keuangan, ataupun analisis kinerja lembaga keuangan 

syariah berbasis digital (Geubrina et al., 2025). Kajian yang secara khusus 

mengintegrasikan pembahasan mengenai perkembangan keuangan syariah 

digital dengan dinamika tata kelola syariah masih relatif terbatas dan tersebar 

dalam berbagai perspektif yang belum membentuk kerangka konseptual yang 

komprehensif. Akibatnya, belum terdapat sintesis ilmiah yang mampu 

menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi digital memengaruhi 

paradigma, mekanisme, dan arah pengembangan tata kelola syariah pada masa 

mendatang. 
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Selain itu, terdapat variasi pandangan dalam literatur mengenai efektivitas 

model tata kelola syariah di era digital. Sebagian penelitian berargumentasi 

bahwa digitalisasi mampu meningkatkan transparansi, efisiensi pengawasan, 

dan akuntabilitas melalui otomatisasi proses audit dan pelaporan. Sebaliknya, 

penelitian lain menunjukkan bahwa digitalisasi justru berpotensi memperbesar 

risiko kepatuhan syariah apabila tidak disertai dengan kerangka regulasi, 

kapasitas kelembagaan, serta kompetensi sumber daya manusia yang memadai 

(Syam & Mahsyuri, 2026). Perbedaan temuan tersebut menunjukkan adanya 

inkonsistensi konseptual yang memerlukan analisis kritis agar diperoleh 

pemahaman yang lebih utuh mengenai arah perkembangan tata kelola syariah 

dalam ekosistem keuangan digital. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memandang bahwa 

pendekatan Critical Literature Review merupakan metode yang relevan untuk 

digunakan karena tidak hanya menyajikan kajian pustaka secara deskriptif, 

tetapi juga memungkinkan dilakukannya evaluasi kritis terhadap perkembangan 

teori, metodologi, temuan empiris, kontradiksi antarpenelitian, serta berbagai 

kesenjangan penelitian yang masih terbuka. Melalui pendekatan ini, berbagai 

hasil penelitian dapat disintesis secara komprehensif guna mengidentifikasi pola 

perkembangan keilmuan, mengevaluasi efektivitas konsep Shariah Governance 

yang telah dikembangkan, serta merumuskan agenda penelitian masa depan 

yang lebih responsif terhadap dinamika transformasi teknologi digital. Oleh 

karena itu, penelitian yang berjudul "Keuangan Syariah Digital dan Tantangan 

Tata Kelola Syariah: Sebuah Critical Literature Review" bertujuan untuk 

menghasilkan sintesis kritis mengenai perkembangan literatur yang membahas 

hubungan antara transformasi digital dalam industri keuangan syariah dan 

tantangan implementasi tata kelola syariah. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi teoretis dalam memperkaya pengembangan konsep 

Shariah Governance pada era digital, sekaligus menjadi referensi bagi regulator, 

praktisi industri, dan akademisi dalam merumuskan model tata kelola syariah 
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yang adaptif, akuntabel, serta tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah di 

tengah akselerasi perkembangan teknologi. 

 

Metode 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Critical 

Literature Review (CLR) untuk menganalisis secara sistematis perkembangan 

keilmuan mengenai keuangan syariah digital dan tantangan tata kelola syariah 

(Suryani, 2025). Berbeda dengan tinjauan pustaka tradisional yang cenderung 

bersifat deskriptif, Critical Literature Review bertujuan melakukan evaluasi kritis 

terhadap konsep, teori, metodologi, serta temuan empiris dari penelitian-

penelitian terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti tidak hanya 

merangkum hasil penelitian, tetapi juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian 

(research gap), inkonsistensi temuan, kelemahan metodologis, serta peluang 

pengembangan konsep yang dapat menjadi dasar bagi agenda penelitian 

selanjutnya (Wambrauw et al., 2026). 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa artikel jurnal bereputasi, 

prosiding, buku akademik, dan dokumen resmi yang relevan dengan keuangan 

syariah digital dan Sharia Governance. Literatur dipilih berdasarkan kredibilitas, 

relevansi, dan kebaruan, dengan prioritas publikasi 10 tahun terakhir. Seleksi 

dilakukan melalui identifikasi, penyaringan judul, abstrak, kata kunci, dan full-

text review, sedangkan publikasi yang tidak relevan, tidak melalui peer review, 

atau berkualitas rendah dikeluarkan untuk menjamin validitas sintesis (Zebua, 

2026). 

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi kualitatif 

(qualitative content analysis) yang dipadukan dengan pendekatan sintesis kritis. 

Seluruh literatur yang telah terseleksi diklasifikasikan berdasarkan tema-tema 

utama, seperti perkembangan konsep keuangan syariah digital, inovasi teknologi 

dalam industri keuangan syariah, implementasi Sharia Governance, tantangan 

regulasi, kepatuhan syariah, manajemen risiko digital, keamanan siber, serta 

arah pengembangan tata kelola syariah pada era transformasi digital (Uyuni & 
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Adnan, 2026). Selanjutnya, setiap kelompok literatur dianalisis secara 

komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kontradiksi, serta 

kecenderungan perkembangan teori maupun hasil penelitian empiris. 

Penelitian ini mengevaluasi konsep, metodologi, dan temuan penelitian 

terdahulu untuk mengidentifikasi kesenjangan, menjelaskan perbedaan hasil, 

serta menyusun kerangka konseptual mengenai tantangan Sharia Governance 

dalam keuangan digital. Hasilnya berupa sintesis konseptual yang diperkuat 

melalui triangulasi sumber dari jurnal bereputasi, buku akademik, dokumen 

regulator, dan publikasi organisasi internasional (Wasliman et al., 2025). 

Interpretasi hasil dilakukan dengan mempertimbangkan konteks teori, regulasi, 

dan praktik keuangan syariah digital untuk menghasilkan sintesis yang valid 

serta berkontribusi pada pengembangan Sharia Governance, penelitian lanjutan, 

dan perumusan kebijakan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Sintesis literatur menunjukkan bahwa digitalisasi mempercepat 

perkembangan keuangan syariah melalui peningkatan efisiensi, inklusi, dan 

inovasi, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi Sharia Governance. 

 

Perkembangan Keuangan Syariah Digital 

Literatur menunjukkan bahwa keuangan syariah digital berkembang 

melalui berbagai inovasi, seperti Islamic FinTech, perbankan digital, peer-to-peer 

financing, crowdfunding, serta teknologi blockchain dan smart contract, yang 

mengubah layanan keuangan menjadi lebih fleksibel, terintegrasi, dan berbasis 

data (Ainia, 2025). Digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi 

operasional lembaga keuangan syariah. Otomatisasi proses bisnis mampu 

mempercepat pelayanan, menekan biaya operasional, meningkatkan akurasi 

pengelolaan data, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan 

keuangan syariah (Khusna et al., 2025). Digitalisasi memperluas inklusi 

keuangan melalui platform digital, tetapi juga meningkatkan kompleksitas 
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transaksi sehingga diperlukan penyesuaian mekanisme Sharia Governance agar 

mampu mengawasi transaksi digital yang otomatis dan lintas yurisdiksi 

 

Perubahan Paradigma Tata Kelola Syariah 

Sintesis literatur memperlihatkan bahwa transformasi digital telah 

mengubah paradigma tata kelola syariah secara mendasar. Pada sistem keuangan 

syariah konvensional, pengawasan syariah umumnya dilakukan melalui 

pemeriksaan dokumen, evaluasi kontrak, serta audit kepatuhan yang bersifat 

periodik. Akan tetapi, dalam lingkungan digital, transaksi berlangsung secara real 

time dengan melibatkan teknologi seperti artificial intelligence, machine learning, 

blockchain, application programming interface (API), dan smart contract. 

Perubahan tersebut menyebabkan mekanisme tata kelola syariah harus 

bertransformasi menjadi sistem pengawasan yang lebih dinamis dan berbasis 

teknologi (Muslim & Hidayat, 2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa peran 

Dewan Pengawas Syariah tidak lagi terbatas pada pemberian fatwa atau 

persetujuan terhadap produk keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah 

dituntut memiliki kemampuan untuk memahami mekanisme teknologi digital, 

mengevaluasi algoritma yang digunakan dalam sistem keuangan, 

mengidentifikasi risiko digital, serta memastikan bahwa seluruh inovasi 

teknologi tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, 

kompetensi multidisipliner menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam 

pengembangan tata kelola syariah pada era digital (Sauri, 2023). 

Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa konsep audit syariah 

mengalami perubahan dari pendekatan manual menuju continuous sharia audit 

yang memanfaatkan teknologi informasi untuk melakukan pemantauan 

transaksi secara berkelanjutan (Amanda & Ramadan, 2025). Perubahan ini 

memungkinkan pengawasan dilakukan secara lebih cepat dan akurat, meskipun 

pada saat yang sama memerlukan infrastruktur teknologi dan sumber daya 

manusia yang lebih kompeten. 

Tantangan Implementasi Sharia Governance pada Era Digital 
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Hasil analisis mengidentifikasi sejumlah tantangan utama yang dihadapi 

dalam implementasi tata kelola syariah pada era keuangan digital. Pertama, 

tantangan regulasi. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa 

perkembangan teknologi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses 

penyusunan regulasi. Akibatnya, berbagai inovasi digital sering kali belum 

memiliki pedoman hukum maupun fatwa syariah yang memadai. Kondisi 

tersebut menciptakan kesenjangan regulasi (regulatory gap) yang berpotensi 

menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri (Aprilia et al., 2026). 

Kedua, tantangan kepatuhan syariah. Digitalisasi menghadirkan akad 

elektronik, smart contract, dan otomatisasi transaksi yang memunculkan 

perdebatan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah. Berbagai 

penelitian menunjukkan bahwa kontrak digital masih memerlukan standar 

operasional yang menjamin terpenuhinya rukun dan syarat akad sesuai 

ketentuan syariah. Ketiga, tantangan transparansi algoritma. Pemanfaatan 

kecerdasan buatan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga menimbulkan 

persoalan transparansi, akuntabilitas, dan potensi bias algoritma. Literatur 

menunjukkan bahwa sistem AI yang tidak transparan berisiko menghasilkan 

keputusan yang sulit dievaluasi dari perspektif kepatuhan syariah (Guntoro et al., 

2025). 

Keempat, tantangan keamanan siber dan perlindungan data. Digitalisasi 

meningkatkan risiko kebocoran data, serangan siber, dan penyalahgunaan 

informasi sehingga keamanan data menjadi bagian penting dari implementasi 

prinsip amanah dalam keuangan syariah. Kelima, tantangan kompetensi sumber 

daya manusia. Perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi 

peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah dan auditor syariah, sehingga 

berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan terhadap inovasi teknologi 

(Harahap, 2025). 

Sintesis Kritis terhadap Perkembangan Literatur 

Analisis berbagai publikasi menunjukkan bahwa penelitian keuangan 

syariah digital masih terfragmentasi. Sebagian besar berfokus pada teknologi, 
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inovasi, dan inklusi keuangan, sedangkan penelitian tata kelola syariah lebih 

menitikberatkan pada kelembagaan, Dewan Pengawas Syariah, audit, dan 

regulasi. Akibatnya, hubungan antara transformasi digital dan tata kelola syariah 

belum dikaji secara komprehensif. Selain itu, hasil penelitian masih inkonsisten; 

sebagian menyatakan digitalisasi meningkatkan transparansi, efisiensi, dan 

efektivitas pengawasan, sementara lainnya menunjukkan meningkatnya risiko 

kepatuhan akibat keterbatasan regulasi, rendahnya literasi digital, dan belum 

adanya standar tata kelola yang adaptif terhadap perkembangan teknologi 

(Fadila & Soumena, 2025). 

Hasil sintesis ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak 

pada teknologi digital itu sendiri, melainkan pada kesiapan sistem tata kelola 

syariah dalam merespons perubahan tersebut. Oleh karena itu, pengembangan 

Sharia Governance pada masa mendatang perlu diarahkan pada model tata kelola 

yang bersifat adaptif, berbasis teknologi, kolaboratif, dan mampu 

mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan perkembangan inovasi digital 

(Albahi & Andrini, 2025). Model tersebut diharapkan dapat menjaga 

keseimbangan antara inovasi teknologi, kepastian hukum, perlindungan 

konsumen, serta kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah sehingga industri 

keuangan syariah digital dapat berkembang secara berkelanjutan. 

Pembahasan 

Transformasi digital telah menjadi faktor utama yang mengubah arah 

perkembangan industri keuangan syariah pada tingkat global. Berdasarkan hasil 

sintesis berbagai literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak 

hanya menghadirkan inovasi pada aspek produk dan layanan keuangan, tetapi 

juga mendorong perubahan fundamental terhadap sistem tata kelola syariah 

(Sharia Governance) (Rika, 2026). Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa 

tata kelola syariah tidak lagi dapat dipahami sebagai mekanisme pengawasan 

yang bersifat administratif dan berorientasi pada pemeriksaan kepatuhan 

terhadap dokumen maupun akad semata. Sebaliknya, tata kelola syariah telah 

berkembang menjadi suatu sistem pengendalian yang harus mampu 
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mengakomodasi karakteristik transaksi digital yang berlangsung secara 

otomatis, real time, berbasis algoritma, serta melibatkan berbagai teknologi 

mutakhir seperti artificial intelligence, blockchain, machine learning, dan smart 

contract (Hidayat, 2025). Dengan demikian, digitalisasi telah menggeser 

paradigma Sharia Governance dari pendekatan yang bersifat konvensional 

menuju tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi. 

Temuan ini menegaskan bahwa inovasi digital mendukung pencapaian 

maqashid al-syariah melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, 

penurunan biaya transaksi, dan percepatan pelayanan. Kondisi tersebut 

mendorong inklusi keuangan syariah serta mewujudkan kemaslahatan melalui 

sistem keuangan yang lebih adil, mudah diakses, dan bermanfaat bagi 

masyarakat (Rofiullah, 2025). Oleh karena itu, teknologi digital pada dasarnya 

memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan industri 

keuangan syariah apabila diimplementasikan secara konsisten dengan prinsip-

prinsip syariah. 

Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan baru bagi tata 

kelola syariah, terutama terkait implementasi akad digital, smart contract, dan 

kecerdasan buatan. Kompleksitas ini menimbulkan persoalan validitas akad, 

transparansi algoritma, akuntabilitas keputusan, serta efektivitas pengawasan 

syariah. Meskipun AI meningkatkan efisiensi, potensi bias algoritmik 

menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola syariah tidak hanya bergantung pada 

regulasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga keuangan memahami dan 

mengelola teknologi yang digunakan. 

Lebih lanjut, sintesis literatur mengungkapkan bahwa perkembangan 

inovasi digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan regulator 

dalam menyusun kebijakan yang responsif terhadap perubahan tersebut. 

Fenomena ini menyebabkan munculnya kesenjangan regulasi (regulatory gap) 

yang berimplikasi terhadap ketidakpastian hukum dalam implementasi berbagai 

produk keuangan syariah digital (Kennedy, 2026). Sejumlah penelitian 

menunjukkan bahwa belum seluruh inovasi digital memiliki landasan regulasi 
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maupun pedoman kepatuhan syariah yang memadai, sehingga interpretasi 

mengenai kesesuaian suatu produk dengan prinsip-prinsip syariah masih sangat 

beragam. Perbedaan regulasi antarnegara juga memperlihatkan bahwa 

harmonisasi standar tata kelola syariah internasional masih menjadi pekerjaan 

besar yang harus diselesaikan agar perkembangan keuangan syariah digital 

dapat berlangsung secara lebih terintegrasi. 

Di samping persoalan regulasi, penelitian ini juga menemukan bahwa 

kapasitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan implementasi Sharia Governance pada era digital. Dewan Pengawas 

Syariah sebagai aktor utama dalam sistem pengawasan syariah selama ini lebih 

banyak dibekali kompetensi pada bidang fiqh muamalah dan hukum ekonomi 

Islam. Sementara itu, perkembangan teknologi digital menuntut kemampuan 

tambahan dalam memahami arsitektur sistem informasi, keamanan siber, 

analisis data, algoritma kecerdasan buatan, hingga teknologi blockchain. 

Ketidakseimbangan kompetensi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas 

pengawasan terhadap berbagai inovasi digital yang berkembang sangat cepat 

(Albahi & Andrini, 2025). Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa 

pengembangan kapasitas Dewan Pengawas Syariah perlu diarahkan pada 

pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan keilmuan syariah, teknologi 

informasi, manajemen risiko, dan tata kelola digital. 

Hasil analisis juga memperlihatkan adanya fragmentasi dalam 

perkembangan literatur mengenai keuangan syariah digital dan tata kelola 

syariah. Sebagian besar penelitian lebih banyak membahas inovasi teknologi, 

perilaku pengguna, serta peningkatan inklusi keuangan, sedangkan penelitian 

mengenai Sharia Governance masih didominasi oleh pembahasan mengenai 

struktur kelembagaan, audit syariah, fungsi Dewan Pengawas Syariah, dan 

kepatuhan terhadap regulasi. Kedua bidang kajian tersebut berkembang secara 

relatif terpisah sehingga belum menghasilkan kerangka konseptual yang mampu 

menjelaskan hubungan antara transformasi digital dengan perubahan paradigma 

tata kelola syariah secara komprehensif (Fadila & Soumena, 2025). Selain itu, 
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penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten. 

Sebagian penelitian menyimpulkan bahwa digitalisasi meningkatkan 

transparansi dan efektivitas pengawasan melalui pemanfaatan teknologi audit 

digital, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa digitalisasi justru 

memperbesar risiko kepatuhan akibat lemahnya regulasi, rendahnya literasi 

digital, serta belum adanya standar tata kelola yang mampu mengakomodasi 

kompleksitas teknologi baru. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa 

hubungan antara digitalisasi dan tata kelola syariah masih memerlukan 

eksplorasi yang lebih mendalam. 

Berdasarkan hasil sintesis, penelitian ini menawarkan konsep Adaptive 

Sharia Governance, yaitu model tata kelola yang memandang teknologi digital 

sebagai instrumen untuk memperkuat pengawasan syariah melalui regulasi yang 

adaptif, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi 

audit digital, penguatan keamanan siber, serta kolaborasi antara regulator, 

lembaga keuangan syariah, akademisi, industri teknologi, dan lembaga fatwa. 

Model ini tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah, tetapi 

juga mendukung inovasi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan 

memperkuat daya saing industri keuangan syariah. Secara teoretis, penelitian ini 

memperluas konsep Sharia Governance dari sekadar kepatuhan syariah menjadi 

mencakup pengawasan algoritma, tata kelola data, keamanan informasi, dan 

pengelolaan risiko digital. Oleh karena itu, pengembangan teori tata kelola 

syariah perlu mengintegrasikan ekonomi Islam dengan teknologi digital, 

sementara secara praktis hasil penelitian ini menjadi dasar bagi regulator dan 

pelaku industri untuk memperkuat harmonisasi regulasi, meningkatkan 

kapasitas Dewan Pengawas Syariah, serta mengembangkan sistem pengawasan 

berbasis teknologi yang mampu menyeimbangkan inovasi digital dan kepatuhan 

syariah. 

Kesimpulan 

Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi 

katalis utama perkembangan industri keuangan syariah dengan meningkatkan 
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efisiensi, kualitas layanan, inklusi keuangan, dan daya saing, sekaligus mengubah 

paradigma Sharia Governance. Namun, digitalisasi juga memunculkan tantangan 

baru terkait kepatuhan syariah, validitas akad elektronik, transparansi algoritma, 

keamanan siber, perlindungan data, serta kesiapan regulasi. Hasil sintesis 

menunjukkan bahwa sistem Sharia Governance yang masih berorientasi pada 

kepatuhan administratif perlu bertransformasi menjadi tata kelola yang adaptif, 

dinamis, dan berbasis teknologi agar mampu mengawasi transaksi digital secara 

efektif. Dalam konteks ini, Dewan Pengawas Syariah perlu memperkuat 

kompetensi di bidang teknologi informasi, analisis data, kecerdasan buatan, 

manajemen risiko digital, dan keamanan siber. Penelitian ini juga menemukan 

bahwa kajian keuangan syariah digital dan tata kelola syariah masih berkembang 

secara terpisah serta menghasilkan temuan yang belum konsisten mengenai 

dampak digitalisasi terhadap efektivitas tata kelola. Oleh karena itu, penelitian 

ini menegaskan pentingnya pengembangan model Adaptive Sharia Governance 

yang mengintegrasikan prinsip syariah, teknologi digital, regulasi adaptif, 

penguatan sumber daya manusia, pengawasan berbasis teknologi, dan kolaborasi 

multipihak guna menjaga keseimbangan antara inovasi, kepatuhan syariah, 

perlindungan konsumen, dan keberlanjutan industri. 
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